BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri

Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ
Nomor 117/KMK.07/2020 Tentang Percepatan
Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, Serta
Penanganan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian
Nasional dimana meminta kepada Kepala Daerah agar
melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam
APBD dan melakukan penyesuaian belanja daerah melalui
rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta
belanja modal yang di alihkan belanjanya untuk
penanganan Pandemi Covid-19;

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
KetigaAtas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahTahun Anggaran 2020 Mendahului Penetapan
Peraturan  Daerah  tentang  Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor655);
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Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease2019Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
949 /Menkes/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar
Biasa;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010
tentang jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat
menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya,;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomorl5
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor15);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-
unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2017 Nomor 20);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
48TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
terdiri dari:

1. Pendapatan
a. pendapatan asli daerah Rp 175.794.225.110,15
b. dana perimbangan Rp 1.073.307.730.900,00
c. lain-lain pendapatan daerah
yang sah Rp 461.826.256.659,00
Jumlah Pendapatan Rp1.710.928.212.669,15
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1. belanja pegawai Rp 521.052.539.201,58
2. belanja hibah Rp 69.889.262.000,00
3. belanja bantuan sosial Rp 7.500.000.000,00
4. belanja bantuan keuangankepada
propinsi/kabupaten/kota dan
pemerintahan desa Rp 230.531.813.889,00
5. belanja tidak terduga Rp 163.991.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 992.964.615.090,58

b. Belanja Langsung

1. belanja pegawai Rp 169.554.480.691,00
2. belanja barang dan jasa Rp 376.761.478.267,57
3. belanja modal Rp 407.944.773.107.,00
Jumlah Belanja Langsung Rp 954.260.732.065,57
Jumlah Belanja Rp1.947.225.347.156,15
Surplus (Defisit) (Rp 236.297.134.487,00)
Pembiayaan Daerah
a. penerimaan Rp246.297.134.487,00
b. pengeluaran Rp 10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 236.297.134.487,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan (SILPA) Rp 0,00
Pasal 2

RingkasanPenjabaran APBD sebagaimanadimaksuddalamPasal 1
tercantumdalamLampiran I yang
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.



Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya,
memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenemp
atannyadalamBerita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
padatanggal23 April 2020

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
padatanggal23 April 2020

SEKRETA 5 DAERAH KABUPATENTANAH BUMBU,
/

i
ROO§%DI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBUTAHUN 2020
NOMOR17



